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WALIKOTA BANJAR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 31.a TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 13
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a.
bahwadalamrangkaefektivitaspelaksanaankebijakanakunta

nsiPemerintah Kota Banjar yang berbasisakrual, agar
berdayagunadanberhasilguna;

b. bahwauntukkepentinganperhitungan yang lebihakurat,
mengenaiPencatatanpersediaan,
BebanPersediaandanpenghapusanasettetapperlu di
ubahdandisesuaikandengankondisisaatini;

c. bahwaKebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
BanjartelahdiaturdenganPeraturanWali Kota BanjarNomor 13
Tahun 2014 sebagaimanatelahbeberapa kali diubah,
terakhirdenganPeraturanWali Kota Nomor 31Tahun
2017tentangPerubahanKetigaPeraturan Wali Kota Nomor 13
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Banjar;

d. bahwaberdasarkanpertimbangansebagiamanadimaksudpadahur
uf a, huruf b danhuruf c perlumenetapkanPeraturanWali Kota
BanjartentangPerubahanKeempatAtasPeraturanWali Kota
Nomor 13 Tahun 2014 tentangKebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004
tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemer
intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

7. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah
danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

11. PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

12. PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005
tentangSistemInformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 65
Tahun 2010 tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor
56 Tahun 2005 tentangSistemInformasiKeuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 140 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006
tentangLaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. PeraturanPemerintahNomor 3 Tahun 2007
tentangLaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah
kepadaPemerintah,
LaporanKeteranganPertanggungjawabanKepala Daerah
kepadaDewanPerwakilan Rakyat Daerah,
danInformasiLaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah
kepadaMasyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

16. PeraturanPemerintahNomor 39 Tahun 2007
tentangPengelolaanUang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. PeraturanPemerintahNomor 5 Tahun 2009
tentangBantuanKeuanganKepadaPartaiPolitik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 83
Tahun 2012 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor
5 Tahun 2009 tentangBantuanKeuanganKepadaPartaiPolitik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

18. PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
PelaksanaanTugasdanWewenangsertakedudukanKeuanganGube
rnursebagaiWakilPemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 23
Tahun 2011 tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor
19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
PelaksanaanTugasdanWewenangsertakedudukanKeuanganGube
rnursebagaiWakilPemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

19. PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010
tentangStandarAkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 2014
tentangPengelolaanBarangMilik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah
diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
465);

25. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 64 Tahun 2013
tentangPenerapanStandarAkuntansiPemerintahBerbasisAkrualp
adaPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

26. PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar
(Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016,
TambahanLembaran Daerah Kota Banjar 13);

28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang
PengelolaanBarangMilik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar
Nomor 7 Tahun 2017, TambahanLembaran Daerah Kota Banjar
22);

30. Peraturan Wali KotaBanjarNomor13Tahun
2014tentangKebijakanAkuntansiPemerintahKotaBanjar
(BeritaDaerahKotaBanjarTahun 2014Nomor13)
sebagaimanatelahbeberapa kali diubah,
terakhirdenganPeraturanWali Kota BanjarNomor 31Tahun
2017tentangPerubahanKetigaAtasPeraturan Wali
KotaBanjarNomor 13 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota
BanjarNomor31Tahun 2017);

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJAR.

Pasal I

BeberapaketentuandalamPeraturan Wali KotaBanjarNomor13Tahun
2014tentangKebijakanAkuntansiPemerintahKotaBanjar
(BeritaDaerahKotaBanjarTahun 2014Nomor13)
sebagaimanatelahbeberapa kali diubah,
terakhirdenganPeraturanWali Kota BanjarNomor 31Tahun
2017tentangPerubahanKetigaAtasPeraturan Wali Kota Banjar Nomor
13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Banjar(BeritaDaerahKotaBanjarTahun 2017 Nomor 31)
sebagaiberikut :

Ketentuan dalam Peraturan Wali KotaBanjarNomor13Tahun
2014tentangKebijakanAkuntansiPemerintahKotaBanjar
(BeritaDaerahKotaBanjarTahun 2014Nomor13)
sebagaimanatelahbeberapa kali diubah,
terakhirdenganPeraturanWali Kota BanjarNomor 31Tahun
2017tentangPerubahanKetigaAtasPeraturan Wali Kota Banjar Nomor
13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Banjar(BeritaDaerahKotaBanjarTahun 2017 Nomor 31)diubah,
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada Tahun 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam dalam Berita
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar

pada tanggal 6 Agustus 2018

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 7 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,
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ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 31.a

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 31.a TAHUN 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA
BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJAR

RINCIAN PERUBAHAN :

Halaman Bagian Uraian

74 BAB III Kebijakanakuntansiakun

PencatatanPersediaan

Ketentuannomor 141 diubah,
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

141 Pencatatanpersediaandilakukandenganmetode
perpetual.Denganmetodeperpetualpencatatan
dilakukansetiappersediaanyangmasuk
dankeluarsehingganilai/jumlah persediaanselaluter-
update.Dalam
metodeperpetual,pengukuranpemakaian
persediaandihitung berdasarkancatatan
jumlahunityang dipakaidikalikan dengan
nilaiperunitsesuaimetodepenilaian yangdigunakan.

142 Ketentuannomor 142 dihapus.

PenghapusanPersediaan

DiantaraNomor 149 dengan 150 ditambahkanNomor
149a sehinggaberbunyi:

a. Penghapusan Persediaandilakukan dalam hal
persediaansudah tidak berada dalam penguasaan
Pemerintah Kota Banjar, yang disebabkan:

1) penyerahan persediaan;

2) pengalihan status persediaan milik daerah;

3) pemindahtanganan atas persediaan;

4) putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya
hukum lainnya;

5) menjalankan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

6) pemusnahan; atau

7) sebab lain.

b. Sebab lain sebagaimana dimaksud pada huruf a
poin 7 merupakan sebab-sebab yang secara
normaldipertimbangkan wajar menjadi penyebab
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penghapusan, seperti, hilang karena
kecurian,terbakar, susut, menguap, mencair,
kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari
keadaan kahar (force majeure).

74 BAB III Kebijakanakuntansiakun

BebanPersediaan

146 Ketentuannomor 146 dihapus.

99 BAB III Kebijakanakuntansiakun

asettetap

Diantarahuruf F dan G ditambahkansehinggaberbunyi:

PenghapusanAsetTetap

a. Penghapusan asettetapdilakukan dalam hal
asettetapmilik daerahsudah tidak berada dalam
penguasaan Pemerintah Kota Banjar, Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang.

b. Barang milik daerahsudah tidak berada dalam
penguasaanPemerintah Kota Banjar, Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna
Barang disebabkan karena:

1) penyerahan asettetap;

2) pengalihan status penggunaan asettetap;

3) pemindahtanganan atas asettetap;

4) putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya;

5) menjalankan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

6) pemusnahan;

7) penghapusansebagiandisebabkanoleh rehab; atau

8) sebab lain.

c. Sebab lain sebagaimana dimaksud pada huruf b poin
8 merupakan sebab-sebab yang secara
normaldipertimbangkan wajar menjadi penyebab
penghapusan, seperti, hilang karena
kecurian,terbakar, susut, menguap, mencair,
kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan
kahar (force majeure).

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH
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